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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dimulai dari Desember 2019, terjadi fenomena yang disebabkan oleh sebuah virus 

yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga mengakibatkan tatanan 

kehidupan masyarakat di Indonesia telah berubah yang disebabkan karena adanya 

coronavirus disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19 (Kumala dan Junaidi, 2020). 

Berbagai  dampak yang terjadi akibat Covid-19 memberikan efek domino pada aspek 

sosial, ekonomi dan keuangan. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah harus 

mengeluarkan strategi kebijakan baru di bidang ekonomi/moneter/fiskal (Aulawi, 2020). 

Salah satunya dibidang perpajakan, yang ditunjukkan oleh menurunnya penerimaan 

pajak, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan dampak jatuhnya 

harga komoditas. Pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang 

ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi 

pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Mengatasi 

permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit 

APBN (Aulawi, 2020).  

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan 

negara sebesar Rp 1.082,02 triliun hingga Agustus 2020. Angka tersebut merosot 13.5% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp 1.189,28 

triliun. Dimana realisasi penerimaan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan 

sebesar Rp 795,95 triliun dan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 

232,07 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, yang paling banyak penerimaan 

pendapatan negara adalah perpajakan. Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar 

dibandingkan sektor lainnya (Saputra, 2018). Namun, ditengah situasi yang sulit ini 
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masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan karena 

mengalami penurunan pendapatan yang sangat tajam diberbagai sektor akibat pandemi 

Covid-19 ini.  

Pemerintah memahami dengan baik kesulitan masyarakat, dimana pemerintah 

tetap mencoba membantu warga negaranya untuk memenuhi kewajibannya kepada 

warga negara dengan memberikan relaksasi perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan 

salah satu kebijakan Pajak Penghasilan Relaksasi sebagai akibatnya dari pandemi Covid-

19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

110/PMK.03/2020 mengenai Insentif atau Relaksasi Pajak Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beberapa insentif atau relaksasi yang 

diberikan antara lain; Insentif PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final 

UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Final DTP pada Sektor Padat karya Tertentu, 

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan 

Pengembalian Pendahuluan PPN. 

Melalui kebijakan relaksasi perpajakan, diharapkan pemerintah dapat 

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan 

distribusi penghasilan nasional (Aulawi, 2020). Oleh karena itu semua pelaksana 

kebijakan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dengan 

semua media dalam memberikan informasi yang aktual dan jelas, sehingga tidak terjadi 

kesimpangsiuran informasi. Berbagai upaya meminimalisir resiko harus dilakukan 

sehingga dapat menekan dan mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19 (Rulandari, 

Rahmawati, dan Nurbaiti, 2020). Sehubungan dengan penyebaran informasi, pemerintah 

telah melakukan sosialisasi mengenai insentif atau relaksasi pajak melalui Instagram, 

Twitter, Facebook dan media lainnya dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan 

sektor ekonomi. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib 

pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak penghasilannya. Karena 

semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan 
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melalui sosialisasi maka akan meningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak (Julianti, 2014 dalam Ananda, Pasca Dwi Rizki. dkk, 2015).  

Salah satu provinsi yang ikut mensosialisasikan peraturan pajak terbaru ini dimasa 

pandemi Covid-19 adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera barat adalah salah 

satu provinsi yang sedang mendorong pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 

untuk memulihkan perekonomian negara. Menurut Irwan Prayitno selaku Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat, telah mengeluarkan kebijakan untuk menahan penurunan 

ekonomi, stimulus kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan UMKM diberbagai 

sektor untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Sumatra Barat (Bisnis.Com). Oleh 

karena itu, pemerintah provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mensosialisasikan 

kebijakan ini agar dapat tersebar luas.  

Sehingga penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana 

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang masyarakatnya baik wajib pajak 

orang pribadi maupun badan banyak terdampak akibat wabah Covid-19. Dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 wajib pajak orang pribadi 

maupun badan tersebut merupakan wajib pajak yang masuk dalam kriteria terdampak 

akibat Covid-19. Sehingga wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang 

memanfatkan peraturan ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait dengan sosialisasi Relaksasi Pajak kepada wajib pajak yang terdampak pandemi 

Covid-19 di Sumatera Barat dengan Judul “Efektivitas Sosialisasi Relaksasi Pajak 

Melalui Media Digital Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi relaksasi pajak melalui media digital 

pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Barat? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas respon pemilik UMKM terhadap adanya Relaksasi 

Pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 di Sumatera Barat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi relaksasi pajak 

melalui media digital pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera Barat. 

2. Untuk Mengetahui tingkat efektivitas respon pemilik UMKM terhadap adanya 

Relaksasi Pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 di Sumatera 

Barat? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan 

penelitian terfokus dan tidak mengambang. Permasalahan di dalam penelitian ini akan 

dibatasi pada cakupan wilayah penelitannya, dimana penulis hanya meneliti efektivitas 

sosialisasi relaksasi Pajak melalui media digital untuk Wajib Pajak yang terdampak 

pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan 

yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun non 

formal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai 

efektivitas sosialisasi relaksasi pajak melalui media digital. 

2. Bagi Pemerintah 

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, 

pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi terkait relaksasi 

pajak melalui media digital khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Sumatera 

Barat. 
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3. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian lain yang akan dilakukan di masa yang akan datang berupa gagasan, ide 

dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari : 

Bab 1 Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang konsep dan teori perpajakan, pajak 

penghasilan, kebijakan perpajakan dalam PERPPU No 1 Tahun 2020, 

kebijakan relaksasi pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

110/PMK.03/2020, sosialiasasi melalui media digital, konsep efektivitas, 

konsep sosialisasi, dan penelitian terdahulu. 

Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan 

sumber data, instrumen penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup; berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari 

penulis. 

 


